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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Merumuskan Rekomendasi Kebijakan yang Adil dan Proporsional
dalam mengatur serta memberikan perlindungan Terhadap Komunitas LGBT yang Menghadapi Diskriminasi di
Indonesia, Serta (2) Menganalisis Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Aktivitas atau Organisasi yang
memperjuangkan hak-hak LGBT berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan komparatif norma dalam lingkup nasional dan internasional.
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif antara undang-undang yang mengatur
LGBT di Indonesia dan Swiss. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini, bahwa (1) Swiss adalah negara yang awalnya
menolak atau bahkan tidak mendukung hak-hak LGBT, namun seiring berjalannya waktu dan penyesuaian juga dengan
prinsip HAM secara universal, perlahan hak-hak LGBT didukung oleh Swiss. (2) LGBT di Indonesia meskipun belum
diatur secara eksplisit, namun cenderung merugikan kelompok tersebut, bahkan dianggap menentang prinsip-prinsip
HAM. Jadi, perlunya adaptasi maupun hasil komparasi undang-undang yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan
yang adil tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip HAM.
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Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengakuan dan perlindungan hak-hak
kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) telah menjadi bagian penting dalam
diskursus hukum internasional dan hak asasi manusia. Banyak negara telah mengambil
langkah progresif dalam mereformasi sistem hukumnya demi menjamin kesetaraan bagi
semua warga negara, termasuk komunitas LGBT, dalam aspek pernikahan, adopsi, hingga
pengakuan keluarga secara hukum. Salah satu tonggak penting adalah keputusan Swiss
yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui referendum nasional pada 26 September
2021, yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2022. Kebijakan “Marriage for All” (Ehe fiir alle)
ini juga membuka akses terhadap adopsi anak dan penggunaan teknologi reproduksi bagi
pasangan lesbian, mencerminkan transformasi sistem hukum Swiss menuju inklusi yang
lebih luas terhadap minoritas seksual (ILGA-Europe, 2022).

Meskipun demikian, kondisi ini sangat kontras dengan situasi di Indonesia. Hingga
saat ini, regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang
No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan
antara pria dan wanita, yang secara yuridis menutup ruang pengakuan bagi pasangan
sesama jenis. Di sisi lain, tidak adanya pengakuan hukum juga berdampak pada
keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti jaminan sosial, kesehatan, dan
pengakuan status keluarga (Cammack, 2010). Bahkan, meskipun KUHP tidak secara
eksplisit melarang orientasi seksual tertentu, penerapannya seringkali digunakan sebagai
alat represif terhadap komunitas LGBT melalui pasal-pasal tentang kesusilaan atau
ketertiban umum (Human Rights Watch, 2016). Gap penelitian muncul dari ketimpangan
regulatif dan normatif antara dua negara dengan karakteristik budaya dan sistem hukum
yang sangat berbeda. Hingga saat ini, masih sedikit studi yang secara komprehensif
membandingkan perlindungan hak asasi LGBT di negara dengan sistem hukum liberal
seperti Swiss dan negara dengan sistem hukum pluralistik dan religius seperti Indonesia,
terutama dalam kerangka hukum internasional dan nasional secara bersamaan.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis
komparatif mengenai perlindungan hak-hak LGBT di Swiss dan Indonesia, dengan fokus
pada aspek pernikahan, pengakuan keluarga, dan hak-hak sipil lainnya dalam perspektif
hukum nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh masing-
masing negara. Adapun signifikansi penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik
bagi pengembangan wacana hak asasi manusia di Indonesia serta menjadi bahan
pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang lebih adil dan inklusif di masa depan.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada
masyarakat dan pemangku kebijakan tentang dinamika global dalam perlindungan hak-
hak LGBT dan relevansinya bagi konteks hukum Indonesia.
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Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis
normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengkaji tentang
kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan dan dokumen hukum atau lebih dikenal
dengan penelitian doktrinal. Ciri-ciri penelitian normatif yaitu menggunakan dokumen
hukum, putusan pengadilan, doktrin sebagai bahan utama, berbasis teks seperti memahami
isi atau makna hukum, dan lebih cenderung melakukan pendekatan secara kualitatif.
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat preskriptif atau memberikan
rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat kebijakan, masyarakat
maupun yang terlibat langsung dalam masalah ini. Penelitian preskriptif mencerminkan
pendekatan tekstual dan deduktif yang berfokus pada norma hukum tertulis. Penelitian ini
sangat penting untuk memahami dan mengembangkan teori hukum serta memberikan
rekomendasi terkait perbaikan aturan hukum. Karena sifatnya yang konseptual, penelitian
normatif cenderung abstrak dan tidak bergantung pada data lapangan, tetapi tetap krusial
bagi pembentukan dan evaluasi kebijakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan antara Swiss dan Indonesia dalam hal perlindungan hak asasi manusia
(HAM) terhadap kelompok LGBT menunjukkan adanya kontras yang tajam, baik dari
aspek hukum, sosial, maupun budaya. Swiss sebagai negara yang menjunjung tinggi
prinsip-prinsip demokrasi liberal dan penghormatan terhadap hak individu, telah
menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan hak-hak kelompok LGBT. Legalitas
pernikahan sesama jenis melalui referendum tahun 2021 yang mulai berlaku pada 1 Juli
2022 mencerminkan legitimasi politik dan sosial atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Kebijakan ini tidak hanya mencakup pengakuan terhadap hak untuk menikah, tetapi juga
memberikan akses kepada pasangan sesama jenis terhadap adopsi anak dan teknologi
reproduksi berbantu—hak-hak yang sebelumnya dikecualikan dalam skema kemitraan
terdaftar (registered partnership).

Keberhasilan Swiss dalam menciptakan kerangka hukum yang inklusif bagi kelompok
LGBT tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara tersebut terhadap instrumen-
instrumen HAM internasional, termasuk European Convention on Human Rights (ECHR),
serta kultur masyarakat yang relatif terbuka dan sekuler. Legalisasi pernikahan sesama jenis
melalui mekanisme demokratis juga mencerminkan bahwa perubahan hukum di Swiss
sejalan dengan perkembangan nilai sosial masyarakatnya. Dengan demikian, Swiss dapat
dianggap sebagai model negara yang berhasil menyelaraskan norma internasional
mengenai HAM dengan hukum nasional secara progresif dan partisipatif. Di sisi lain,
Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat berbeda. Meskipun secara formal telah
meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang HAM, termasuk Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), implementasinya terhadap
kelompok LGBT masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena penerapan prinsip-prinsip
HAM di Indonesia harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan
budaya lokal. Pasal 28] ayat (2) UUD 1945 sering digunakan sebagai dasar yuridis untuk
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membatasi hak dan kebebasan individu, termasuk LGBT, demi menjaga moralitas publik
dan stabilitas sosial.

Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melindungi kelompok LGBT dari
diskriminasi semakin memperburuk situasi. Bahkan, beberapa daerah seperti Aceh telah
mengesahkan peraturan daerah yang secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama
jenis melalui Qanun Jinayat. Di luar itu, regulasi pidana umum yang bersifat multitafsir —
terutama yang berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum —sering digunakan oleh
aparat untuk menindak individu LGBT. Realitas ini menimbulkan efek domino berupa
pembatasan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpartisipasi secara setara di ruang
publik. Secara sosial, keberadaan kelompok LGBT di Indonesia masih menghadapi stigma,
diskriminasi, bahkan kekerasan yang dilegitimasi secara kultural maupun keagamaan.

Dalam masyarakat yang mayoritas religius dan konservatif, orientasi seksual yang
menyimpang dari norma heteronormatif masih dianggap tabu dan tidak dapat diterima
secara sosial. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi komunitas LGBT
untuk hidup secara terbuka dan bermartabat. Perbedaan mencolok antara Swiss dan
Indonesia dalam hal perlindungan HAM bagi kelompok LGBT mencerminkan dua
pendekatan yang sangat berbeda: pendekatan berbasis rights-based approach yang
menjunjung tinggi kesetaraan individual tanpa diskriminasi di Swiss, dan pendekatan
morality-based restriction di Indonesia yang menempatkan nilai-nilai kolektif sebagai
pembatas hak. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan penting tentang bagaimana negara
harus menyeimbangkan antara penghormatan terhadap HAM universal dan pelestarian
nilai-nilai lokal. Di satu sisi, pluralitas budaya dan agama harus dihormati; di sisi lain,
negara tetap memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk melindungi
seluruh warga negara, termasuk minoritas seksual. Dalam konteks globalisasi dan integrasi
norma HAM internasional, Indonesia dihadapkan pada tantangan serius untuk meninjau
kembali kebijakan-kebijakan nasional yang berpotensi melanggengkan diskriminasi
terhadap kelompok LGBT. Perlu ada upaya untuk memperkuat kerangka hukum nasional
yang lebih inklusif, tanpa mengabaikan akar budaya dan agama bangsa, tetapi dengan tetap
menjamin perlindungan atas hak setiap individu sebagai warga negara.

Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa sistem politik, nilai budaya, dan filosofi
hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap realisasi hak asasi manusia bagi
kelompok marginal, khususnya LGBT. Perkembangan hukum di Swiss memperkuat
proposisi teoretis bahwa negara demokrasi liberal yang didukung oleh partisipasi publik
dan norma-norma HAM cenderung lebih terbuka dalam melakukan reformasi hukum yang
inklusif. Model Swiss menunjukkan bahwa kemajuan sosial dan kesetaraan hukum dapat
dicapai melalui proses demokratis yang terlembagakan serta keterlibatan publik yang
berkelanjutan.

Hasil ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat afirmatif secara teoretis: ia
mendukung gagasan bahwa perlindungan HAM akan lebih efektif dalam sistem hukum
yang menjunjung tinggi otonomi individu, sekularisme, dan supremasi hukum.
Pemberlakuan pernikahan sesama jenis di Swiss, yang disahkan melalui mekanisme
referendum nasional, menggambarkan bagaimana kejelasan hukum dapat mengurangi
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diskriminasi, mendorong inklusi sosial, serta memberikan manfaat konkret bagi individu
dan keluarga LGBT.

Sebaliknya, kasus Indonesia menunjukkan keterbatasan ratifikasi perjanjian HAM
internasional apabila tidak dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai normatif secara
menyeluruh di tingkat domestik. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai
instrumen HAM internasional, negara ini masih lebih mengutamakan standar moral
komunal dibandingkan hak-hak individual, khususnya dalam isu-isu terkait seksualitas.
Penggunaan pembenaran berbasis moralitas—seperti terlihat dalam pemanfaatan Pasal 28]
ayat (2) UUD 1945 serta penerapan hukum-hukum daerah yang bernuansa syariat—secara
efektif melemahkan prinsip universalitas HAM dan justru menginstitusikan diskriminasi.

Konsekuensi dari realitas ini bersifat praktis sekaligus teoretis. Dari sisi praktis, LGBT
di Indonesia tetap berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang eksplisit,
sehingga sering menjadi sasaran pelecehan, kekerasan, dan pengucilan sosial. Dari sisi
teoretis, hal ini menantang asumsi bahwa ratifikasi norma-norma HAM internasional
otomatis menghasilkan perlindungan substantif di tingkat nasional. Ini menggarisbawahi
pentingnya pendekatan yang kontekstual dalam mengadaptasi norma-norma universal
dengan realitas sosial, politik, dan keagamaan lokal.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas
mengenai bagaimana sistem hukum menegosiasikan nilai-nilai yang saling bersaing—
antara martabat manusia dan moralitas publik, antara universalitas dan partikularitas
budaya. Hasil ini mengisyaratkan perlunya strategi yang lebih halus dan kontekstual dalam
mendorong perlindungan HAM bagi LGBT di negara-negara seperti Indonesia: strategi
yang tetap menghargai sensitivitas budaya, namun tetap berpijak pada prinsip dasar yang
tidak dapat ditawar dari martabat manusia dan kesetaraan hak.

Dengan demikian, jika model Swiss dapat dijadikan sebagai cetak biru untuk inklusi
hukum dan sosial, maka kasus Indonesia menunjukkan adanya perjuangan yang
berkelanjutan antara norma-norma HAM internasional dengan resistensi domestik. Kedua
kasus ini memberikan wawasan penting bagi akademisi hukum, praktisi HAM, dan
pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam menjembatani
kesenjangan antara hak dalam teori dan hak dalam praktik.

Simpulan

Berdasarkan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan
hak asasi manusia (HAM) terhadap kelompok LGBT di Indonesia dan Swiss menunjukkan
perbedaan yang signifikan, yang tidak hanya tercermin dalam kerangka hukum formal,
tetapi juga dipengaruhi oleh konteks budaya, norma sosial, dan nilai-nilai moral yang
berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, perlindungan terhadap kelompok LGBT
masih terbatas dan sering kali berbenturan dengan nilai-nilai religius dan tradisi budaya
yang konservatif. Sebaliknya, di Swiss, pendekatan terhadap isu LGBT cenderung lebih
progresif dan berbasis pada prinsip-prinsip universal HAM, sejalan dengan budaya
masyarakat yang lebih sekuler dan menghargai keberagaman identitas seksual. Perbedaan
ini mencerminkan bagaimana latar belakang historis, sosial, dan filosofis suatu negara
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dapat membentuk arah kebijakan dan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas
seksual. Meskipun hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit
mengatur atau melarang orientasi seksual LGBT, terdapat sejumlah ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang secara implisit digunakan untuk menegasikan
eksistensi dan hak-hak kelompok LGBT. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita, sehingga tidak memberikan ruang legal bagi perkawinan
sejenis. Namun demikian, pengaturan tersebut lebih merefleksikan pembatasan terhadap
institusi pernikahan dan belum dapat dianggap sebagai penolakan secara eksplisit terhadap
orientasi seksual LGBT itu sendiri. Di sisi lain, ketiadaan regulasi yang secara khusus
mengakui atau melindungi kelompok LGBT menimbulkan celah hukum yang
memungkinkan terjadinya kriminalisasi atau diskriminasi melalui pasal-pasal lain, seperti
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kesusilaan atau
tindak pidana umum lainnya yang ditafsirkan secara luas. Kondisi ini menunjukkan
ambiguitas dalam pendekatan hukum Indonesia terhadap isu LGBT, di mana tidak ada
penegasan normatif yang jelas, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan yang
bersifat menyeluruh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak
dalam memahami dan merespons isu perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok
LGBT secara lebih proporsional dan konstruktif. Bagi DPRD dan Komnas HAM, penting
untuk merumuskan regulasi yang tegas namun tetap berlandaskan prinsip HAM dan nilai-
nilai Pancasila, serta memperkuat edukasi, dialog budaya, dan mekanisme perlindungan
korban yang inklusif.

Sementara itu, masyarakat Indonesia diharapkan mampu menyuarakan
pandangannya secara damai dan konstitusional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai
Ketuhanan, kemanusiaan, dan hukum nasional. Upaya membangun ketahanan sosial
melalui nilai-nilai keluarga, serta mengedepankan pendekatan edukatif dan damai, menjadi
kunci dalam menjaga harmoni sosial. Secara keseluruhan, saran-saran ini menekankan
pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM, keberagaman, dan
kearifan lokal dalam mewujudkan masyarakat yang adil, toleran, dan beradab.
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